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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Bangsa Indonesia mengalami beberapa pergantian pemerintahan di  
antaranya adalah Pemerintahan Orde Baru yang merupakan sebutan bagi masa 
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pemerintahan ini menggantikan 
pemerintahan presiden Soekarno yang disebut Orde Lama. Hadirnya 
pemerintahan Orde Baru diawali oleh penumpasan PKI yang dimandatkan 
kepada Jendral Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat Perintah 
ini dikeluarkan akibat pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 
30 September 1965 yang menjadi titik awal pemerintahan Orde Baru.1 
Berdasarkan pada konfigurasi politik yang muncul pada era orba ini 
bukanlah konfigirasi politik yang demokratis, melainkan juga konfigurasi 
politik yang otoriter. Dengan alasan demi stabilitas politik yang dapat 
memperlancar pembangunan ekonomi, pemerintah telah membangun format 
baru politik indonesia yang memungkinkan pemerintah sangat kuat secara 
politik dan untuk itu lembaga pemusyawaratan atau perwakilan rakyat diisi 
                                                             
1 Siti Mariah Yasmin, Respons Persatuan Islam  Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal 
1985, dalam Skripsi (Bandung: UIN SGD, 2011), hlm. 1. 
 
 
dengan tangan-tangan pemerintah melalui kewenangan presiden untuk 
mengangkat anggota MPR maupun DPR.2 
Pada masa awal orde baru, di kalangan umat islam muncul harapan 
baru berupa akan lahirnya partai Islam baru yang dapat menampung aspirasi 
politik dari sayap modernis, yang dalam era demokrasi liberal pernah 
mendominasi salah satu partai islam terkuat, Masyumi. Namun, apa yang 
terjadi tidak sesuai dengan keinginan umat islam. Ternyata partai islam itu 
tidak pernah lahir karena adanya rekayasa pemerintahan Orde Baru yang tidak 
mengizinkan adanya partai yang berlabel keagamaan secara formal. Keadaan 
ini semakin diperparah dengan keputusan pemerintah untuk memutuskan 
hubungan agama dengan politik. Ideologi dibersihkan dari campur tangan 
agama.3 
Soeharto dapat menarik simpati dari kalangan umat Islam terlebih dari 
kalangan yang dianggap musuh oleh Soekarno seperti Masyumi dan PSI 
simpati diperoleh karena Soeharto bersama tentaranya dapat membersihkan 
secara tegas PKI dan menumbangkan Soekarno seperti yang Masyumi dan PSI 
inginkan. Oleh sebab itu, dengan sepenuh hati mereka mendukung langkah-
langkah Soeharto, termasuk saat Soeharto naik menjadi Presiden Republik 
Indonesia menggantikan Soekarno Tahun 1967. Tentara dan beberapa 
organisasi Islam lainya seperti HMI, PMKRI, eks PSI dan simpatisan 
                                                             
2 Moh. Mahfud MD, Konfigurasi politik dan Hukum pada orde lama  dan orde baru 
dalam wacana politik hukum dan demokrasi Indonesia,  cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) 
, hlm. 8. 
3 M. Rusli karim, Islam Dan Konflik Politik Era Orde Baru. Cet. 1 (Yogyakarta: Media 
Widya Mandala, 1992),  hlm. 12. 
 
 
Masyumi dan PSI mendukung segala bentuk protes anti-PKI. Mereka 
menamakan diri mereka sebagai “Angkatan 66” 4 
Untuk mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah 
mulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila 
bagi semua warga negara.5 Sama halnya dengan pendapat dari Ricklefs, 
Harsutejo (2010: 234) berpendapat bahwa “rezim Orba mewajibkan setiap 
anak sekolah, pegawai dan buruh swasta, mengikuti apa yang disebut sebagai 
penataran P-4 alias indoktrinasi. Program itu diberi nama Eka Prasetya 
Pancakarsa atau yang lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4) yang disahkan menjadi Tap No. II MPR/1978. 
Program ini diterapkan agar bisa memandu negara dan warganya serta mampu 
melindungi dari ancaman sayap kiri dan sayap kanan dengan pemahaman 
ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.6 
Pada tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto dalam pidato 
tahunannya di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan tentang 
ideologi Pancasila bahwa “Seluruh kekuatan sosial dan politik harus 
menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila, maka 
setiap organisasi masyarakat harus bersiap-siap merubah asas organisasinya 
                                                             
4 Boland, B.J, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970. (Jakarta: Grafiti Pers, 1985). 
hlm 148. 
5 Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 
Semesta, 2010). Hlm 637 
6 Harsutejo,  Kamus Kejahatan Orba: Cinta Tanah Air dan Bangsa. (Jakarta: Komunitas 
Bambu, 2010). Hlm 234 
 
 
menjadi Pancasila”.7 Pandangan tersebut kemudian mendapatkan legitimasi 
pada tahun 1983 melalui keputusan SU-MPR.8 Hal ini mengundang 
perdebatan di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama 
organisasi-organisasi masyarakat yang berasaskan agama Islam.  
Kebijakan ini tentu saja menimbulkan kontroversi paradigmatik yang 
luar biasa di kalangan semua komponen bangsa, terutama umat Islam: antara 
mengikuti kehendak politik Orde Baru dan menolaknya untuk menegakkan 
“Negara Islam”. Ini sebuah dilema besar bagi bangsa Indonesia yang dalam 
kenyataannya terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, bahasa dan beberapa 
agama, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam di mana gagasan 
mendirikan negara Islam masih belum pupus dari cita-cita gerakan sebagian 
penduduknya. 
Tentu saja di setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti 
mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, tidak 
terkecuali organisasi masyarakat terutama yang berasaskan agama Islam 
dengan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam.  
Meskipun mendapat berbagai reaksi, pemerintah tetap merealisasikan 
rencananya untuk menerapkan pancasila sebagai asas tunggal bagi semua 
partai politik. Namun demikian pemerintah tetap merasa posisi pancasila 
                                                             
7 Zaini, H.F.A, Bentuk Final NKRI: Perang Ideologi & Gerakan Politik Tentang Politik 
Negara. (Jakarta: Penerbit RMBOOKS, 2007). Hlm 4 
8 Muhtadi, A.S, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiaran Politik 
Radikal dan Akomodatif. (Jakarta: LP3ES, 2004). Hlm 137 
 
 
belum cukup aman sebagai falsafah negara.9 Pada tanggal 19 Febuari 1985, 
pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan UU No 3 1983, 
menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima pancasila 
sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada  tanggal 17 Juni 
1985, pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR mengeluarkan  UU No.8 
1985 tentang perintah mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan 
menerapkan Pancasila sebagai asas organisasinya, atau lebih di kenal dengan 
penerapan Asas Tunggal.10 Dengan dikeluarkannya UU No 3 tahun 1985, 
penerimaan pancasila sebagai asas tunggal seluruh partai politik dan 
organisasi massa menjadi syarat mutlak, dan tidak perlu diperdebatkan. Hal ini 
berarti, bahwa penolakan pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan 
ormas manapun akan mengakibatkan dibekukannya organisasi tersebut oleh 
pemerintah.11 
Namun kebingungan ini tidak berlangsung lama setelah organisasi 
Nahdlatul Ulama (NU) yang dasarnya adalah organisasi Islam terbesar di 
Indonesia melakukan Musyawarah Nasional pada tanggal 18-21 Desember 
1983 di Situbondo. Tujuan ini adalah untuk menyamakan presepsi para ulama 
NU tentang penerimaan pancasila dan meyakinkan para ulama NU untuk 
menerima pancasila sebagai asas organisasi yang baru. NU adalah organisasi 
                                                             
9 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1999), hlm.  48. 
10 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan otoritas Agama: wacana ketegangan kreatif Islam 
dan Pancasila (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999),  hlm 206. 
11 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan otoritas Agama: wacana ketegangan kreatif Islam 
dan Pancasila (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999). Hlm 207 
 
 
kemasyarakatan dan keagamaan pertama yang menuntaskan penerimaan atas 
ideologi pancasila.12 
Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas dan untuk 
mengetahui secara lengkap dan jelas tentang bagaimana sikap  Nahdatul 
Ulama terhadap Kebijakan pemerintah Orde Baru tetang UU No. 8 1985 
tentang organisasi kemasyarakatan, yang bahwasannya seluruh organisasi 
kemasyarakatan yang ada di Indonesia harus mengganti asas mereka dengan 
Pancasila. Maka penulis akan membahas permasalahan tersebut diatas  dalam 
skripsi dengan mengambil judul : “RESPON NAHDATUL ULAMA 
TERHADAP KEBIJAKAN ASAS TUNGGAL PANCASILA PADA 
TAHUN 1980-1985”. Rentang waktu yang penulis teliti adalah 1980-1985 
dimana tahun 1980 merupakan awal isu akan adanya asas tunggal dan pada 
tahun 1985 NU menerima asas tunggal untuk dijadikan asas dalam Anggaran 





                                                             
12 https://www. Google.com/amp/s/amp.tirto.id/siapa-menolak-pancasila-sebagai-asas-
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka 
permasalahan  yang diajukan adalah bagaimana respon Nahdatul Ulama 
terhadap kebijakan asas tunggal soeharto pada tahun 1985-1998. 
Permasalahan ini diuraikan dan dibatasi ke dalam dua pertanyaan penelitian 
yaitu: 
1. Apa latar belakang pemberlakuan asas tunggal Pancasila yang ditetapkan 
rezim Orde Baru? 
2. Bagaimana Respon Nahdatul Ulama terhadap pemberlakuan Asas 
Tunggal?  
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan  penelitian yang direncanakan ini berdasarakan 
perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui latar belakang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. 
2. Untuk mengetahui respon Nahdatul Ulama terhadap pemberlakuan Asas 
Tunggal. 
D. Kajian Pustaka 
Penyusunan skripsi  ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis 
yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Langkah 
ini dimaksudkan agar dalam proses penulisannya menggunakan kepustakaan 
yang sudah ada sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya melengkapi 
 
 
penulisan skripsi ini. Adapun kepustakaan yang berhubungan dengan judul ini 
adalah sebagai berikut: 
Skripsi karya Taufan Anof yang berjudul ”Asas Tunggal Pancasila 
dalam Pandangan Syarikat Islam (SI) Masa Orde Baru” yang ditulis pada 
tahun 2009 Jurusan Konsentrasi Siyasah Syariyah, Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berisi 
tentang bagaimana pandangan Syarikat Islam mengenai penetapan asas 
tunggal  pancasila yang diberlakukan oleh rezim orde baru. 
Skripsi karya Nurul Hasanah yang berjudul “Respon Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal (1982-1986)” 
di Fakultas Adab dan Humaniota Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 
Djati. Skrispi ini membahas  tentang bagaimana respon HMI atas kebijakan 
Asas Tunggal Pancasila. 
Skripsi Siti Mariah Yasmin yang berjudul  “Respons Organisasi 
Persatuan Islam terhadap  Pemberlakuan Asas Tunggal Tahun 1985”. Dalam 
skripsi ini bertolak dari pemikiran bahwa organisasi Persatuan Islam yang 
merupakan organisasi Islam yang berasaskan Islam yang senantiasa membela 
kepentingan umat Islam, harus mengganti asas organisasinya yang tadinya 
Islam menjadi Pancasila. Semua organisasi Islam termasuk Persatuan Islam 
terpaksa menerima UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan 
demi berjalannya roda organisasi, namun Persatuan Islam hanya menganti 
 
 
asasnya saja tetapi tujuan organisasinya tetap berdasarkan Al-Quran dan As-
Sunnah. 
Ada sisi persamaan kajian yang penulis tulis dengan karya-karya di 
atas, yaitu dilihat dari subjek penelitian semuanya membahas tentang Asas 
Tunggal, namun penulis memandang adanya celah yang belum dikaji oleh 
mereka, yaitu topik utamanya. 
Sisi perbedaan dari penelitian sekarang yang penulis lakukan dengan 
penelitian yang telah ada, dapat dilihat dari pembahasannya karna penulis 
disini lebih minikberatkan terhadap respon Nadhatul ulama terhadap kebijakan 
asas tunggal. Hasil pengamatan penulis, sampai sekarang ini tidak ada yang 
membahas secara mendetail tentang hal tersebut. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah 
Metode Penelitian Sejarah, adapun pengertian dari metode itu sendiri ialah 
berasal dari dua kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau melewati dan 
“hodas” berarti jalan atau cara. Dengan demikian metode dapat berarti suatu 
cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.13 Selanjutnya 
pengertian dari Penelitian itu sendiri ialah sebagai suatu kegiatan ilmiah 
merupakan aspek penting bagi kehidupan suatu manusia.14 Serta dilengkapi 
dengan pengertian dari Sejarah itu sendiri yaitu mulla-mula berasal dari 
bahasa Arab “syajara”, artinya terjadi, “syajaratun” (baca : syajarah) atinya 
                                                             
13 Falah, A. Materi dan Pembelajaran (Kudus.:  STAIN Kudus. 2009),  hlm. 10. 
14 Suryana. Metodologi Penelitian.( Bandung: UPI 2010),  hlm. 14. 
 
 
pohon kayu. Pohon menggambarkan prtumbuhan terus-menerus dari bumi ke 
udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta 
buahnya. Memang di dalam kata sejarah itu tersimpan makna pertumbuhan 
atau kejadian.15 
Pengisahan masa lampau tidak dapat dikerjakan tanpa adanya sumber 
yang menyangkut masa lampau tersebut, sumber yang dimaksud adalah 
berupadata  yang kemudian melalui proses analisis untuk menjadi sebuah 
fakta atau keterangan yang otentik yang berhubungan dengan terna 
permasalahan, dalarn ilmu sejarah dikenal sumber-sumber itu baik tertulis 
maupun tidak tertulis. Proses dalarn penulisan laporan penelitian sejarah 
rnernbutuhkan kreatifitas, irnajinasi yang kuat, dan rnultirasio. Laporan 
tersebut hendaknya ditulis dengan gaya penulisan yang baik dan objektif. 
Maka jelaslah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
sejarah untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman serta 
peninggalan masa lalu yang terdiri empat tahapan yaitu heuristik, kritik, 
interpretasi dan historiografi.16 
1. Heuristik 
Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein, artinya 
memperoleh. Menurut G. J. Reiner (1997: 113), heuristik adalah suatu 
teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak 
mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik seringkali merupakan 
                                                             
15 Sjamsuddin, H. Metodologi Sejarah  (Yogyakarta: Ombak, 2007). hlm. 191. 




suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci 
bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.17 Heuristik 
artinya to find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari 
dahulu baru menemukan. Heuristik adalah proses mencari untuk 
menemukan sumber-sumber.18 
Tahap heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk 
mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Pada 
tahapan ini,  kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan 
pengumpulan sumber-sumber yang  akan diteliti, baik yang terdapat di 
lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan.19 
Sebelum peneliti mengayunkan langkahnya lebih jauh dalam 
pencarian sumber-sumber yang lebih terperinci, sebetulnya panduan 
heuristik yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan membaca 
bibliografi terdahulu mengenai topik penelitian. Berdasarkan bacaan ini, 
selain peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat 
sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. 
Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjaring sebanyak mungkin 
jejak-jejak sejarah yang ditemukannya. Lalu peneliti memperhatikan 
                                                             
17 Abdurrahman, D. Metode Penelitian Sejarah. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),  
hlm. 55. 
18 Abdillah, A. Pengantar Ilmu Sejarah.  (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 29. 
19 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93. 
 
 
setiap jejak itu dan bagian-bagiannya, dengan selalu bertanya apakah itu 
merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah.20 
Maka pada tahapan ini penulis mencoba melacak atau mencari 
sumber yang memiliki kolerasi dengan judul penelitian. Pada tahap ini, 
kegiatan yang dilakukan adalah proses pencarian, pelacakan, dan 
pengumpulan sumber-sumber yang berkenaan dengan topik yang akan 
dibahas. 
Untuk memperoleh sumber yang dibutuhkan, maka penulis 
mencari sumber berupa buku, arsip, majalah dan koran. Penulis 
mengunjungi beberapa perpustkaan guna  mendapatkan sumber tersebut 
diantaranya : 
a. Perpuskataan fakultas ADHUM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 
mencari sumber dalam bentuk skripsi yang terdahulu. 
b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mencari sumber 
dalam bentuk buku yang berkatitan dengan tema yang akan diteliti. 
c. Perpustakaan Batu Api, mencari sumber buku, majalah, koran yang 
berkaitan dengan sumber yang akan diteliti. 
d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA)  
e. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
f. Arsip Nasional Republik Indonesia 
g. Perpustakaan PBNU Jakarta 
                                                             




Berkaitan dengan penelitian ini penulis telah mendapatkan sumber 
diantaranya : 
 Sumber Primer 
1. Buku 
1) A. M. W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta: 
Centre For Strategic And International Studies, 1985. 
2) Centre For Strategic and International Sudies, Pandangan 
Soeharto tentang Pancasila, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1976. 
3) Choirul Anam, Pertumbahan dan Perkembangan Nahdlatul 
Ulama, Sala: Jatayu, 1985. 
4) Deliar Noer, Islam Pancasila dan Asas Tunggal, Jakarta: Yayasan 
Perkhidmatan, 1984. 
5) M. Rusli Karim. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: 
Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: Rajawali Press, 1983. 
6) O. G. Roeder, Anak Desa Biografi Presiden Soeharto, Jakarta:PT 
Gunung Agung,1976. 
7) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil Muktamar Nahdlatul 
Ulama Ke- 27 Situbondo. Semarang: Sumber Barokah, 1985. 
8) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama Kembali ke 






1) Undang-Undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi 
kemasyarakatan. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.   
http://www/.dpr.go.id/dokjdihdocument/uu/UU_1985_8.pdf  
2) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
3. Dokumen 
1) Laporan Seminar Tentang Peran Serta Umat Beragama Dalam 
Pengamanan Dan Pelaksanaan Hasil-Hasil Sidang Umum MPR 
1983 yang Berkaitan dengan Azaz Tunggal Pacasila, oleh Pusat 
Penelitian Dan Pengembangan Lektur Agama Badan Penelitian 
Dan Pengembangan Agama. 1983-1984.  
2) Makalah tentang Hubungan Agama dan Pancasila, oleh K.H. 
Achmad Siddiq. 1985. 
3) Norma-norma Pancasila Menurut  Pandangan Islam, oleh K.H. 
Achmad Siddiq. 
4. Koran  
1) Pikiran Rakyat terbitan 4 Maret 1983, No: 332 tahun XVX 
2) Pikiran Rakyat terbitan 6 Desember 1984, No: 346 tahun XIX 
3) Pikiran Rakyat terbitan 7 Desember 1984, No: 347 tahun XIX 
4) Pikiran Rakyat terbitan 8 Desember 1984, No: 348 tahun XIX 
5) Pikiran Rakyat terbitan 9 Desember 1984, No: 349 tahun XIX 
6) Pikiran Rakyat terbitan 10 Desember 1984, No: 350 tahun XIX 
 
 
7) Pikiran Rakyat terbitan 11 Desember 1984, No: 351 tahun XIX 
8) Pikiran Rakyat terbitan 12 Desember 1984, No: 352 tahun XIX 
9) Pikiran Rakyat terbitan 13 Desember 1984, No: 353 tahun XIX 
10) Pikiran Rakyat terbitan 15 Desember 1984, No: 355 tahun XIX 
11) Pikiran Rakyat terbitan 18 Desember 1984, No: 358 tahun XIX 
12) Pikiran Rakyat terbitan 24 Desember 1984, No: 364 tahun XIX 
13) Pikiran Rakyat terbitan 27 Desember 1984, No: 367 tahun XIX 
14) Pikiran Rakyat terbitan 28 Desember 1984, No: 368 tahun XIX 
15) Republik, 4 Januari 1985 
16) Surat Kabar Kompas terbitan 4 Januari 1985 
17) Surat Kabar Kompas terbitan 5 Januari 1985 
18) Surat Kabar Kompas terbitan 16 Febuari 1985 
19) Surat Kabar Merdeka terbitan 2 Maret 1983, No: 2491 tahun 
XXXVIII  
20) Surat Kabar Merdeka terbitan 4 Maret 1983, No: 2493 tahun 
XXXVIII 
21) Surat Kabar Merdeka terbitan 5 Maret 1983, No: 2494 tahun 
XXXVIII 
22) Terbit, 10 Agustus 1981 
Sumber Sekunder 
1. Buku 
1) Djunaedi, M. Nahdlatul Ulama: Sejarah dan Politik. dalam 




2) Haidar, M Ali, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Umum, 1998 
3) Kusuma, Erwien dan Khairul, Pancasila dan Islam, Jakarta: 
BAUR Publising, 2008 
4) M. Rusli Karim, Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia, 
Yogyakarta: MW Mandala, 1992 
5) Robert W, Hefner, Civil Islam, Yogyakarta: Istitut Studi Arus 
Informasi (ISAI), 2000 
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7) Zada, K. NU dan Perebutan Ideologi Bangsa. dalam Zada, K dan 
Sjadzili, A.F. Nahdaltul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik 
Kenegaraan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010. 
2. Koran 
1)  Amran Nasution, Ahmadie Thaha, Diah purnomowati, Rustam 
Mandayun. 1989. “Jangan Kaget, Muktamar dengan Silang 
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2. Kritik 
Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kritik. Pada tahapan ini yang 
dilakukan adalah untuk menentukan otentisitas dan kredebilitas atas 
sumber yang didapatkan dengan kualifikasi atas bentuk, bahan dan jenis 
dari naskah atau dokumen yang nantinya menentukan bagaimana validitas 
teks dan isi dari data-data. Kritik sumber adalah suatu usaha menganalisa, 
memisahkan dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan 
sumber yang dibutuhkan. Dalam hal ini, dilakukan penyeleksian apakah 
data tersebut akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.21 Tahapan kritik ini dibagi 
menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern. 
2.1.Kritk Ekstren 
Dalam hal kaitannya dengan kritik eksteren yang dilakukan untuk 
menentukan  otentitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, 
utuh atau tidaknya, ataupun asli atau tidaknya sumber tersebut dengan 
menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila dokumen 
itu berbentuk tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya 
tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, 
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hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentitas itu minimal diuji 
berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu : 1) Kapan sumber itu 
dibuat? 2) Dimana sumber itu dibuat? 3) Siapa yang membuat? 4) Dari 
bahan apa sumber itu dibuat? 5) Apakah sumber itu dalam bentuk 
asli?22 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, artikel dan surat 
kabar yang terbit pada masa Orde baru. Sedangkan mengenai buku, 
penulis mendapatkan buku-buku yang masih layak pakai dengan 




Kritik intern menekankan kritik pada aspek isi dari sumber 
yang didapat. Setelah fakta kesaksian (fact of testimony) ditegakkan 
melalui kritik eksternal, tiba gilirannya untuk mengadakan evaluasi 
terhadap kesaksian itu, dan memutuskan apakah kesaksian itu dapat 
diandalkan (realible) atau tidak. 23 Kritik intern merupakan proses 
untuk menguji keabsahan sumber yang telah diperoleh sebelumnya. 
Dalam kritik intern ini dilakukan 3 hal; Pertama, mengadakan 
penilaian intrinsik, yang berkaitan dengan kompeten tidaknya suatu 
sumber, keahlian dan kedekatan dari sumber atau saksi. Kedua, 
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berkaitan dengan kemauan dari sumber untuk memberikan kesaksian 
dan menyampaikan kebenaran. Terakhir, korborasi yaitu pencaraian 
sumber lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan sumber utama 
untuk mendukung kebenaran akan sumber utama. Setelah data atau 
sumber dikritik dan telah melewati tahap korborasi, maka data itu 
disebut dengan fakta sejarah.Namun apabila data atau sumber tidak 
bisa dilakukan korborasi, artinya sumber hanya berisi satu data saja, 
maka berlakulah prinsip argument ex silentio. 24 
Dalam penelitian ini sumber-sumber yang akan dapakai penulis 
dalam menuliskan peneltian merupakan sumber telah teruji 
keabsahannya dan isinya sangat sesuai dengan objek yang akan diteliti. 
Dalam Proses kritik internal yang digunakan untuk menentukan 
kredibilitas sumber dalam penulisan skirpsi ini, yaitu dengan 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti sifat dari 
sumber yang digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? 2) meneliti 
sumber tersebut dari aspek mental penulisnya dan apakah penulis 
sumber tersebut mau atau tidak dalam menyampaikan informasi yang 
dimilikinya? 3) membandingkan dengan sumber yang lain, 4) 
melakukan korborasi atau saling mendukung antar sumber yang 
tersedia.25  
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3. Interpretasi  
Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu usaha untuk 
mewujudkan rangkaian fakta yang bersesuaian satu dengan yang lain dan 
menetapkan artinya. Atau usaha untuk menetapkan makna yang saling 
berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Tahapan ini 
merupakan tahapan dimana penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta 
yang telah dikritik menjadi suatu keseluruhan yang harmonis dan logis. 
Artinya, berdasarkan cara berpikir yang benar. Jadi, penafsiran sebuah 
dokumen secara keseluruhan berisi gagasan yang masuk akal (logis).26 
Interpretasi adalah penafsiran data atau disebut juga analisis 
sejarah, yaitu penggabungan atas sejumlah fakta yang telah diperoleh. 
Tujuan dari analisis ini yaitu untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta 
yang diperoleh sebelumnya dari sumber-sumber sejarah dan bersamaan 
dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi secara 
menyeluruh.27 
Interpretasi disini menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji 
kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirya akan 
menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Dalam tahap ini penulis dituntut 
untuk mencermati dan mengungkapkan fakta yang diperoleh dan 
hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Oleh sebab itu di 
dalam interpretasi perlu dilakukan analisis untuk mengurangi unsur 
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subjektivitas dalam kajian sejarah, karena unsur subyektivitas dalam suatu 
penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa, zaman, 
kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial, dan agama yang melingkupi 
penulisannya. Pada intinya penfsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap 
obyektif. Untuk itu analisis sumber perlu dilakukan dengan menjelaskan 
fakta yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya dengan 
lainnya.28 Rekonstruksi sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar 
atau mendekati kebenarannya. 
Penulisan sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data 
sejarah yang objektif, sehingga unsur-unsur subjektivitas dalam 
menganalisis data sejarah perlu dikurangi. Dalam proses analisis data 
harus selalu diperhatikan unsur-unsur yang relevan dalam sumber data 
sejarah dan apakah unsur tersebut kredibel, apabila unsur tersebut dapat 
diketahui kredibel berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber data 
yang ada.29  
Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji  permasalahan dalam 
tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yang relevan untuk 
membantu mempermudah usaha dalam mendekati realitas terhadap apa 
yang terjadi yakni dengan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan 
dengan memakai disiplin-disiplin ilmu yang satu rumpun dengan ilmu 
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sejarah seperti ilmu sosial dan ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu utama 
dalam mengkaji permasalahan. 
Dalam interpretasi sejarah penulis berusaha mencari pengertian 
dan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa, sehingga 
sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam 
menghadapi masalah historis. Dalam menginterpretasi Respon Nahdatul 
Ulama Terhadap Kebijakan Azas Tunggal Pancasila Pada Tahun 1980-
1985, dalam penelitian ini penulis menggunakan pedekatan Sosiologi 
dengan menggunakan Teori Neofungsionalisme stuktural.  
Jeffrey Alexander (1998) menyebut pendekatan ini sebagai kritik 
introspektif teori fungsional yang mencoba memperluas cakupan 
intelektual fungsionalisme, seraya mempertahankan inti teorinya. Dalam 
kasus ini terdapat perubahan sosial dalam proses deferensiasi di dalam 
sistem sosial, kultural dan kepribadian yang mana dalam perubahan tak 
hanya menghasilkan keselerasan dan konsensus, tetapi juga dapat 
menimbulkan ketegangan, baik individu maupun kelembagaan.30 
Seperti dalam kasus ini adanya sifat memaksa dari  kekuasaan 
Negara sebagai suatu upaya perubahan untuk keselarasan justru 
menimbulkan sebuah ketegangan dari lembaga. Karena negara 
menggunakan pemaksaan pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan 
kepentingan rakyat, adanya sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam 
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bentuk menetapkan tujuan bersama. Dan untuk implementasi berbagai 
sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk 
melaksanakan kekuasaan negara. Dari teori tersebut maka jelaslah dalam 
kasus ini ketika pada masa pemerintah Orde Baru, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tentang undang-undang asas tunggal atas nama 
negara maka umat Islam yang tidak setuju dengan undang-undang 
tersebut harus mengikutinya tanpa kecuali, maka jika hal itu tidak 
dilaksankan oleh organisasi masyarakat terutama organisasi Islam maka 
organisasi tersebut akan dibubarkan dan hal itu dilakukan oleh militer.  
Selain teori diatas penulis juga mencoba menggunakan teori 
konflik, teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu 
keadaan konflik yang berkesinambungan antara kelompok dan kelas-kelas 
serta kecenderungan kearah perselisihan, ketegangan da perubahan.  
Menurut Dahrendorf (1959) teori konflik adalah hubungan timbal 
balik dengan perubahan. Dahrendof juga mengatakan bahwa setelah 
kelompok konflik muncul dan kelompok itu melakukan tindakan yang 
menyebabkan perubahan dalam stuktur sosial. Bila konflik itu hebat, 
perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan 
kekerasan akan terjadi perubahan stuktur secara tiba-tiba.31  
Dasar Pemikiran di atas dipandang cukup untuk dijadikan acuan 
dalam penulisan skripsi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan 
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dan menganalisa Respon Nahdatul Ulama Terhadap Kebijakan Azas 
Tunggal Pancasila Pada Tahun 1980-1985 
4. Historiografi 
Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah 
yang penulis lakukan32. Tahapan Historiografi merupakan tahapan berupa 
kegiatan penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta dan usaha 
merekontruksi masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah-
masalah yang telah dirumuskan setelah sumber yang ditemukan pada 
tahapan heuristik, kemudian melewati tahap kritik dan interpretasi. 
Dengan demikian historiografi adalah tahapan lanjutan dari  interpretasi 
yang kemudian hasilnya dituliskan menjadi suatu kisah yang menarik dan 
selaras. 33 
Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan 
fakta, data dan hasil interpretasi  yang akan penulis susun untuk menjadi 
tulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode 
penelitian yang meliputi dari heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. 
BAB II Berisi tentang sejarah NU dan  sejarah asas tunggal   
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BAB III Pembahasan, merupakan bab yang membahas Respon NU 
terhadap pemberlakuan Asas Tunggal. 
BAB IV Penutup,  berisi kesimpulan dan saran Pada bagian akhir 
penelitian ini terdapat daftar sumber yang memuat informasi 
mengenai sumber atau referensi yang penulis pakai guna 
mendukung pembuatan penelitian ini; lampiran-lampiran; dan 
riwayat hidup penulis. 
F. Outlines  
Guna mendapatkan ancang-ancang sebelum melakukan penelitian, 
penulis terlebih dahulu membuat outline atau kerangka sementara untuk 
memudahkan penulis dalam usaha pencatatan bahan-bahan kelak. Karena 
tidak menutup kemungkinan, setelah penyelidikan di lapangan, penulis bisa 
saja menemukan temuan-temuan baru yang dapat memberikan perubahan. 
Maka dari itu, dibuatlah kerangka sementara dengan gambaran sebagai 
berikut: 
HALAMAN SAMPUL/COVER (Sampul Luar dan sampul dalam) 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
D. Kajian Pustaka 
E. Metode  Penelitian 
BAB II SEJARAH BERDIRINYA NAHDATUL ULAMA DAN 
LAHIRNYA ASAS TUNGGAL  
A. Latar belakang berdirinya Nahdatul Ulama 
B. Sejarah lahirnya Pancasila 
C. Lahirnya UU No. 8 Tahun 1985 
BAB III RESPON NAHDATUL ULAMA TERHADAP KEBIJAKAN 
ASAS TUNGGAL 
A. Hubungan NU dengan pemerintahan Orba sebelum Asas Tunggal 
B. Pengaruh NU Pada Pemerintahan Orde Baru 
C. Respon NU Terhadap kebijakan Asas Tunggal 
D. Usaha NU agar pancasila dapat diterima 
BAB IV PENUTUP 
A. Simpulan 
DAFTAR SUMBER  
LAMPIRAN 
